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I. UMUM 

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung 

peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara 

optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran 

Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan 

dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal 

dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-

luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. 

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan 

sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai 

bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan 

Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan 

untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara 

rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.  

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih 

bersifat umum dan membutuhkan pengaturan yang lebih rinci untuk 
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dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini 

menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah dalam 

beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, 

sampai pada penerapan Inovasi Daerah terkait. Selanjutnya, terhadap 

penerapan Inovasi Daerah dilakukan penilaian dan pemberian 

penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh 

Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Inovasi 

Daerahnya berhasil diterapkan. 

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk 

berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka 

menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja 

Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula 

berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. 

Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur batasan 

tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan 

jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai 

suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari 

adanya penyalahgunaan wewenang.  

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi, bentuk dan 

kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi 

Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian 

penghargaan Inovasi Daerah, diseminasi dan pemanfaatan Inovasi 

Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan 

pengawasan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2  

 Cukup jelas. 
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Pasal 3  

 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa 

Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin 

menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi 

Daerah. 

 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai 

seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target. 

 Huruf c 

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah 

bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, 

mudah, dan cepat. 

 Huruf d 

Yang dimaksud dengan ”tidak menimbulkan konflik 

kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan 

pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan 

umum” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk 

kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat 

dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak 

diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, 

antargolongan, dan gender. 

 Huruf f 

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah 

bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh 

seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain. 

 Huruf g 

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah 

bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan 

dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat. 
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Huruf h 

Yang dimaksud dengan ”dapat dipertanggungjawabkan hasilnya 

tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Inovasi 

Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi 

masyarakat. 

 

Pasal 4  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 5  

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “tata laksana internal dalam 

pelaksanaan fungsi manajemen” meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan 

pengawasan.  

Yang dimaksud dengan “pengelolaan unsur manajemen” 

meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan 

metode kerja. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “mengandung pembaharuan seluruh 

atau sebagian unsur dari inovasi” adalah rancang bangun dalam 

Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda 

dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “memberi manfaat bagi Daerah 

dan/atau masyarakat” antara lain menambah pendapatan asli 

Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian 

kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan 

Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi 

atau kelompoknya. 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pembebanan 

dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah: 

a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya 

bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan 

pajak atau retribusi Daerah; dan 

b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga 

negara, antara lain menambah persyaratan untuk 

memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan 

sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “merupakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah” adalah kewenangan Daerah 

provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai 

Pemerintahan Daerah. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “dapat direplikasi” adalah bahwa Inovasi 

Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat 

diterapkan pada Daerah lain. 

 

Pasal 7  

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “rancang bangun Inovasi Daerah” 

adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka 

kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.  

Yang dimaksud dengan “pokok perubahan yang akan 

dilakukan” adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem 
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